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            (Nurul Barizah*â€“Surabaya)-Tulisan ini akan memfokuskan kaitan antara dua perundangan yaitu UU perlindungan
varietas tanaman (PVT) dan UU Sistem Budi Daya Tanaman dengan ketahanan pangan. Tulisan akan dibagi menjadi
tiga bagian, ini adalah bagian pertama yang membahas mengenai PVT. Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam â€˜Dialog
Petani: Perlindungan Varietas Tanaman dan Implikasinya pada Ketahanan Panganâ€™, diselenggarakan oleh API (Aliansi
Petani Indonesia), UNDP (United Nations Development Programmes) dan Third World Network (TWN), pada 10-11
Februari 2009.  
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    Kaitan UU Paten, PVT dan SBTtersebut dengan Ketahanan Pangan.  Ada beberapa hubungan antara hak kekayaan
intelektual (HKI) dalam hal ini PVT dan paten dengan ketahanan pangan. Demikian juga dengan UU SBT. Sebagaimana
dijelaskandalam tulisan sebelumnya, secara umum, PVT dan paten memberikan penghargaan, terutama kepada sektor
swasta atau perusahaan perbenihan untuk mengembangkan benih-benih yang berkualitas unggul maupun yang
mempunyai kekhasan tertentu yang kemudian akan meningkatkan ketahanan pangan dan pengelolaan
keanekaragaman sumber daya pertanian. Demikian halnya dengan UU SBT. Namun, kondisi seperti ini bisa menjadi
sebaliknya, bahwa penerapan PVT, Paten dan SBT akan meningkatkan aktivitas pemulia dan peningkatkan penggunaan
varietas unggul sehingga kemungkinan akan mengancam keberadaan varietas lokal. Sebagaimana beberapa ahli juga
berpendapat bahwa, PVT mempercepat laju pengembangan teknologi monokultur. Persyaratan paten, yaitu, kebaruan,
mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dibidang industriÂ  dan persyaratan PVT yaitu kebaruan, unik,
seragam, stabil dan diberi nama dianggap sebagai penyebab utama penggunaan monokultur teknologi. Sedangkan SBT
yang menekankan pada fungsi kontrol pemerintah yang besar dalam pola dan cara tanam, jenis tanaman, jenis benih
yang ditanam, dan aturan-aturan perbenihan lainnya juga mempunyai kontribusi besar terhadap penggunaan monokultur
teknologi. Hal ini juga berpotensi untuk mengikis keberagaman sumber daya, meskipun bukan merupakan penyebab
utama. Dan kondisi yang seperti itu, berpeluang untuk mendorong privatisasi sumber daya genetika.  Perlindungan PVT
yang berkaitan dengan benih ini sebenarnya pada awalnya tidak menjadi perhatian yang serious. Hal ini karena,
pertama, di banyak negara dan pada tingkat internasional, pengelolaan di bidang pertanian berdasarkan pada konsep
pertukaran pengetahuan dan plasma nutfah. Konsep seperti ini tidak sesuai dengan konsep perlindungan paten and
PVT. Kedua, bidang pertanian dianggap sebagai bidang yang secara substansi berbeda dengan bidang teknologi
lainnya karena petani biasanya menggunakan dan menyimpan benih-benih dari hasil panen sebelumnya dan karena
hubungan antara pemenuhan bahan pangan dan pertanian maka percepatan komersialiasi sebenarnya tidak
menguntungkan bagi petani di negara-negara yang sedang berkembang.  Namun, Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
secara progresif telah diterapkan di bidang pertanian dalam dua tahapan: Pertama, yaitu dengan perlindungan PVT â€“yang
berasal dari model hukum paten. Kedua, dalam kaitannya dengan pengembangan rekayasa genetika, diperbolehkannya
perlindungan paten atas bentuk-bentuk kehidupan. Hal ini termasuk dapat dipatenkan jasad renik dan bentuk
perlindungan varietas tanaman. Adapun pembenaran yang ditawarkan untuk perlindungan HKI dibidang pertanian
adalah untuk mempercepat ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Namun, secara umum, perlindungan
hukum yang ditawarkan oleh HKI Â merupakan dorongan yang sangat penting bagi sektor swasta atau perusahaan
perbenihan untuk berlibat dalam pengembangan teknologi pertanian. Dari sudut pandang ketahanan pangan, ada
potensi yang sangat penting bagi perusahaan dibidang bioteknologi untuk kemungkinan memodifikasi varietas guna
meningkatkan nilai nutrisi dari suatu varietas, seperti nasi yang mengandung vitamin A, dllnya.   HKI mempunyai potensi
untuk mendorong produksi pertanian. Namun, di negara-negara yang sedang berkembang, kontribusi yang seperti ini
harus dilihatÂ  dengan perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan sejumlah variabel. Perlindungan HKI di
bidang pertanian juga berkaitan dengan bentuk-bentuk hak milik secara langsung yang berkaitan dengan pertanian,
seperti, hak-hak atas tanah dan hak atas sumber daya biologi.  Kenyataannya, pertanyaan mengenai akses sumber
daya biologi untuk pangan dan pertanian menjadi pusatÂ  debat yang sangat penting dalam level internasional dalam
beberapa tahun terakhir ini. Kontrol oleh individu petani, perusahaan swasta dan negara atas sumber daya genetika dan
sumber daya biologi yang mereka pegang menjadi kontroversial dengan secara progresif diterapkannya HKI terhadap
varietas tanaman. Bila Â berbagi sumber daya dan pengetahuan telah diterapkan sampai tahun 1980an, sistem baru yang
mempromosikan kepemilikan individual sekarang ini telah berperan pada pembentukan seperangkat aturan mengenai
kontrol atas pengetahuan dan sumber daya. Pada level internasional, kepemilikan individu dari penemuan melalui HKI
telah diterapkan, dan negara juga mengontrol sumber daya utama. Namun sebaliknya, dalam level nasional, meskipun
peran petani dalam konservasi dan menopang keanekaragaman sumber daya pertanian secara umum telah diakui,
tetapi peran ini tidak diperlu diterjemahkan ke dalam klaim hak petani yang spesifik atas sumber daya atau pengetahuan.
 Diterapkannya PVT memunculkan pertanyaan berkaitan dengan kontrol yang dimiliki petani terhadap sumberdaya dan
pengetahuan. Secara umum, PVT cenderung memfasilitasi kontrol terhadap benih dan pengetahuan yang terkait
dengannya oleh perusahaan agrobisinis. Hal ini kemungkinan tidak hanya mengakibatkan petani harus membayar lebih
mahal, tetapi juga ketergantungan petani pada perusahaan tersebut akan ketersedian bibit. Hal ini berkaitan dengan
royalti yang harus dibayar oleh petani untuk mendapatkan benih-benih yang dilindungi. Selain itu, Â petani juga dibatasi
hak-haknya yang terkait dengan menyimpan benih, menaman kembali benih dan menjual benih yang disimpan. Pada
prinsipnya, adalah penting bagi petani untuk mempertahankan kontrol berhadap varietas tanaman sehingga mereka
dapat lebih lanjut melakukan inovasi, memperbaiki varietas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah. 
Namun, ketika HKI diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, pemegang hak kesulitan untuk mengontrol

twnindonesia.info

http://twnindonesia.info/ Powered by Joomla! Generated: 13 November, 2018, 16:48



kemampuan yang dimiliki oleh petani untuk menyimpan dan menanam kembali benih-benih. Penegakan HKI di negara-
negara berkembang tidak seperti yang ada di Amerika Serikat di mana PVT seringkali dukung oleh kewajiban-kewajiban
berdasarkan hukum kontrak. Kondisi seperti ini memunculkan dditerapkannnya teknologi-teknologi yang terkait dengan
penggunaan gen. Teknologi ini, seperti terminator teknologi, Â merupakan suatu tantangan baru karena menyediakan alat
bagi pemegang hak paten untuk menjamin bahwa petani secara penuh mengormati hak-hak PVT.   Dengan
diterapkannya terminator teknologi ini, maka petani tidak bisa menanam kembali benih yang dihasilkan dari panennya
karena benih tersebut hanya bisa tumbuh untuk sekali tanam. Hal ini mengakibatkan ketergantungan petani pada benih
yang dikembangkan oleh perusahaan perbenihan. Hal ini juga berarti menggantungkan ketahanan pangan hanya pada
segelintir perusahaan perbenihan.  Tantangan dari penguatan HKI di bidang pertanian juga menimbulkan pertanyaan
yang berkaitan dengan hak-hak atas pangan.Â  Dalam perspektif yang lebih luas, dampak dari HKI dapat di bandingkan
dengan dampak yang lebih luas dari globalisasi dibidang pertanian. Sebagai mana dicatat oleh FAO bahwa globalisasi
mempunyai sejumlah dampak yang positif tetapi pada saat yang sama berpotensi menyumbangkan lemahnya komunitas-
komunitas tertentu dan negara.Â  Dengan kata lain, potensi varietas tanaman transgenik untuk mempercepat ketahanan
pangan adalah berkaitan dengan mekanisme pengembangan untuk mempercepat transfer varietas tersebut, dan cara-
cara untuk menjamin bahwa varietas tersebut dapat dijangkau oleh petani yang miskin.  Selanjutnya, penguatan HKI
dibidang pertanian juga menimbulkan keprihatinan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Pertama,
keprihatinan yang berkaitan dengan â€˜over patentabilityâ€™Â  dalam industri bioteknologi yang kemungkinan berpotensi untuk
menghambat inovasi di sektor publik dan swasta dibanding dengan mempromosikan inovasi. Berdasarkan pertimbangan
diatas, maka, perlindungan HKI dibidang pertanian di negara-negara berkembangÂ  harus diikuti dengan langkah-langkah
selanjutnya untuk menjamin bahwa penelitian dan pengembangan juga ditujukan untuk memenuhi Â kebutuhan
masyarakat yang miskin.Â    Bagaimana Petani Perlu Menyikapi ini?  Dalam kondisi seperti ini memang petani berada
pada posisi yang tidak diuntungkan. Namun, bukan berarti berpasrah diri terhadap kondisi dan sistem yang tidak
berpihak kepada mereka. Ada beberapa hal-hal bisa dilakukan oleh petani, yaitu: Pertama, belajar agar mengetahui
bagaimana cara ketiga UU diatas bekerja, sehingga aktifitas mereka tidak sampai melanggar ketiga UU tersebut.
Namun, pendekatan Â ini juga belum menyelesaikan permasalahan. Karena untuk bidang bioteknologi ini, pelanggar pasif
juga bisa dituduhkan ke petani sepanjang jika memang bisa dibuktikan.  Kedua, adalah penting untuk dicatat adalah
bahwa UU atau sistem apapun adalah produk manusia yang bisa dirubah. Untuk itu, petani melalui asosiasi dan
didukung oleh berbagai stake holders Â yang terkait untuk bersama-sama memperjuangkan agar ketiga UU tersebut
dimodifikasi. UU PVT perlu dirubah untuk atau dimodifikasi dengan mengembangkan sistem perlindungan yang fair dan
seimbang antara hak-hak petani dan hak-hak pemulia. UU paten juga perlu dirubah agar perlindungan paten tidak
berlebihan dan lebih fair. Demikian juga halnya dengan UU SBT, harus memberikan pengakuan terhadap benih yang
dikembangkan oleh petani, dllnya.   Penting pula untuk dipertimbangkan bahwa beberapa negara juga telah memberikan
perlindungan yang proporsianal dan seimbang antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani. India misalnya, memberikan
perlindungan hak-hak pemulia dan hak-hak petani dalam satu UU. Untuk hak pemulia mengacu pada UPOV, sedangkan
hak petani, India mendesain sendiri sesuai dengan kebutuhan dan budaya pertaniannya. Di India, ketentuan yang
sangat penting berkaitan dengan petani adalah pengakuan bahwa hak petani merupakan HKI. Konsep ini bertentangan
dengan persepsi umum bahwa pengetahuan petani adalah tradisional dan merupakan bagian dari warisan bersama,
karena itu tidak dapat dilindungi dalam sistem HKI. Pengakuan ini diwujudkan dalam penetapan pembagian keuntungan
dan kompensasi bagi petani atas perannya sebagai pengkonservasi dan pelindung hak-hak tradisionalnya. Bahkan UU
India ini secara jelas menetapkan bahwa â€˜keistimewaanâ€™ (privilage) yang diberikan kepada petani tersebut dianggap
sebagai hak (right).  Adapun bagian-bagian yang penting lainnya adalah : Section 39 (IV) yang menetapkan bahwaÂ 
petani harus dianggap berhak untuk menyimpan, menanam, menanam kembali, menukarkan, membagi atau menjual
produk yang berasal dari lahannya termasuk benih dari varietas yang dilindungi dalam UU ini dengan cara yang sama
sebagaimana dia berhak sebelum berlakunya UU ini; Namun petani tidak berhak untuk menjual benih yang bermerek
dari suatu varietas yang dilindungi berdasarkan UU ini.  India juga memberikan perlindungan untuk pelanggaran yang
tidak sengaja sebagaimana dalam section 42 (1) sebuah hak yang ditetapkan dalam UU ini harus dianggap tidak
dilanggar oleh petani yang pada saat pelanggaran itu dia tidak sadar akan adanya keberadaan hak yang seperti itu. 
Selanjutnya, UU juga secara tegas melarang pendaftaran varietas yang melibatkan teknologi yang membahayakan
kehidupanÂ  manusia, binatang dan tumbuhan. Termasuk dalam karegori teknologi ini adalah genetically use restriction
technology (GURT) atau terminator teknologi.    *Nurul Barizah, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.  Â 
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